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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  

NOMOR 2 TAHUN 2010 

TENTANG 

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA 

 

 

I. PENJELASAN UMUM 

   

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 

1989 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga 

dan Rukun Warga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sudah tidak lagi 

memenuhi kebutuhan saat ini. 

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 5 

Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu 

dilakukan penyempurnaan pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di 

lingkungan Kabupaten Malang. 

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan 

untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia 

yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam 

pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberdayakan seluruh potensi 

swadaya masyarakat dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Rukun 

Tetangga dan Rukun Warga dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Malang. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal  1   

  Cukup jelas. 

 

Pasal  2   

  Cukup jelas. 

 

Pasal  3   

  Cukup jelas. 

 

Pasal  4   

  Cukup jelas. 
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Pasal  5   

  Cukup jelas. 

 

Pasal  6   

  Cukup jelas. 

 

Pasal  7   

  Cukup jelas. 

 

Pasal  8  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 9   

  Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 11  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 13   

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 15  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 16  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 17  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 18  

  Cukup jelas. 
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Pasal 19  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 20  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 21  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 22  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 23  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 24  

  Cukup jelas. 

 


